
BABI 

PENDAHULUAN 

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam 

kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk bidup Jainnya, serta 

pemanasan global yang scmakin meni.ngkat yang mengakibatkan perubaban iklim 

dan ba1 ini akan memperparab penurunan kualitas lingkungan bidup. Untuk itu 

perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan bidup yang sunggub-

sunggub dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Meskipun sudah lewat 

sepulub tabun dari proses perubaban terakbir UUD 1945 pada tabun 2002, belum 

banyak pibak-pibak yang menaruh perhatian atas kajian konstitusi yang 

bersentuban dengan pennasalaban lingkungan hidup. 

Padahal ketentuan basil perubaban membawa makna penting sekaligus 

secercab barapan bagi tersedianya jaminan konstitusi atas keberlangsungan 

lingkungan di alam kbatulistiwa ini. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) 

UUD 1945 merupakan ketentuan kunci tentang diatumya norma mengenai 

lingkungan di dalam konstitusi. Secara berturut-turut kedua Pasal tersebut 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 28H ayat (1) : "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat linggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 
baik dan sehat serta berhak memperoleh pe/ayanan 

kesehatan ". 

Pasal 33 ayat (4) : "Perekonomian nasionai diselenggarakan berdasar atas 
demokrasf ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan 

dan kesatuan ekonomi nasional". 
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Berdasarkan kedua Pasal tersebut di atas maka sudah jelas bahwa UUD 1945 

juga telah mengakomodasi perlindungan konstitusi (constituticnal protection) 

baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang 

memadai maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari aias 

dampak negatif dari aktivitas perekonomian nasional. 

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa setiap warga negara berhak dan 

memperoleh jaminan konstitusi (constitUJional guranteee) untuk hidup dan 

memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk tWTibuh dan 

berkembang. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal I 

angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu 

yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 

perencanaan, pemanfaara.n, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan 

penegakan hukum. 

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan 

tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang 

terutama pemsahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap 

lingkungan. Dalarn ha! ini darnpak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh 

perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau 

kegiatan.1 

1 Pasal I butir 26 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
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